Suniarto NDARU MURSITO*

Menurnt hasil Sakernas 1976 (Survey Angkatan Xerja Masional),!
tahun 1974 darx 127,5 inta penduduk Indonesia 23,8 juta orang tin
daemh perkotaan dan 103,7 juta orang unggai di daerah pedess i
sebagmn terbesar bangsa Indonesia (81,36%) hidup di daerah pede aan: dan
sebagian kecil (18,64%) di daerah perkotaan. Penduduk nedesaan ini:ber-
mukim menvebar di 60.415 desa di seluruh Endonesna, yang wﬂayahnya pa.da
jarak terjavh dari arah vjung barat ke timur adalah sepanjang 5.110 km dan.
pada jarak terjauh dari arzh u_nmg utara ke selatan selebar 1.888 km o

“Pada tahun 1971 uniuk selursh Indonesia penduduk pedesaan mahputx
82,71%, sedangkan persentase penduduk pedesaan untuk masing-masing pro-
vinsi_ berbeda-beda. Penduduk DKI Jakarte misainya dihitung selum_: Vil
penduduk perkotaan, sedangkan dari penduduk Kalimantan Timur 60, 85%'
adalah penduduk pedesasn dan di daerzh Sulawesi Tengsh 93, 3% pen—.
duduknya adalah penduduk pﬁdes&an (data tain lihat Tabel 1), Selamuinya
pedesaan Indonesia ini di semua provinsi rata-rata penduduknya tidak sama:
per satuan desa, Ada provinsi yang satuan desanya berpenduduk sangat
panyak seperti Jambi, di mana satuan desa rata-rata berpenduduk . 11.069
orang, tetapi ada pula provinsi vang satuan desanya berpenduduk sangat
sedikit seperti. Irian Jaya yang satuan desanya rata-raia hanya berp@nduduk
382 orang, sedangkan untuk provinsi Jawa Timur satuan desanya rata-rata
berpenduduk 3.158 orang (data lain lihat Tabel 1}, Proporsi desa dan kota ser-
ta jumiah penduduk per desa ini sudah tentu mempengaruhi kelancaran dan
swadaya dqsa dalam pembangunannya.

* Sl CSIs

i Bara Pusat Statistik, Kead:zmr Angkaten Eerja di Indonesia Seplember-Desember 1976 J akm’-
ta, Mei 1978, hal, xv

2 Wara Berits Amsarg, 7 Nopember 1977
3 Bire Pugat Statstik, Statlstlk mdonesio 1977, Jakaria, Desember 1978, hal, 3 -




"GMLAH . PmNﬁUDUK PENDUDUK PBR DESA DAN PERSENTASE ?ENDUDUY
- MENURUT PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI SETIAP PROVINSI INDONESIA

1978, hal. 9 dan 22

Provinsi Jumleh Penduduk Penduduk per Desa % Penduduk Dess Ko
tahun 1974 tabun 1971

D1 Acth 2.189.412 3.092 91,36 8,44
‘Sumatera Lhara 7.078.899 1.236 82,85 17,15
Sumatera Barat 2.945.879 4.730 82,83 17.17

Rigu 1.748.838 2.440 26,72 13,28

CJambi 1.187.935 11068 70,21 28,04
Sumatera Selatan 3.B12.787 8.883 75,60 27,060
Benghulu 3577.532 8,250 88,27 11,73
Lampung 3.163.000 2.647 80,17 9,83
DEI Jakania 4,711,582 / 0 100,80,
Jawa Barat 22.524.651 5.820 87,59 12,41
jawa Tengah ™ 22.878.647 2.702 89,27 18,73
D, Yogyakana 2.579.581 4,638 83,66 16,34
Jawa Timur 26.309.292 3.158 85.52 14,48
Bali® 2,216,787 3.980 0,19 2,81
BMluza Tenggara Barat 2.320.951 4,115 91,89 B,11
Muza Tenggara Timur 2.397.010 1.394 94,36 5,64
Ealimantan Barat 2.201.089 444 88,98 11,02
Ealimantan Tengah 772.548 819 287,64 12,36 ¢
Kalimantan Selaian 1.802.884 2.687 73,35 25,65
Kelimpntan Timur 797.208 733 &0,85 39,15
Sulawesi Utara 1.841.685 1.611 &0,50 12,50
Sulawesi Tengah 597,349 792 ©4,34 3,85
Sulawesi Tenggara 727.128 1,879 93,67 6,33
Sulawesi Selatan 5.387.505 4.607 81,84 ig,16
Malulu 1,187.104 672 85,72 13,28
Irian Jaya 1.007.240 382 - -
INDONESIA 122.278.615 2.441 82,71 17,28
Sumber: Biro Pusat Stetistik, Pote Pembangunan Sosial Indonesiq 1930-1978, Jakarta, Juli

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri membe-
dakan pedesaan Indonesia ini atas pedesaan Jawa-Bali dan pedesaan luar
Jawa-Bali, sebab ksdu& kelompok pedesean ini mempunyai ciri-cirl wmum
yang mgmb@dak&nny&

! Badan Penclitian dan Pengembangan Departemen Dalam Megeri, Polo Tara Perg Bubu
Eezary, Jekarin 1979, hal. 8 .




1AM PEDESA AR INOONESIA

B@sa«d@m di Jawa dan Beli umumaya berpenduduk padat, dan ‘mers
. buban penduduk yang terus menerus sudah tidak memungkinkan: perl
. ..%g .%3 -gmﬁh perianian tetapl malahan m@ng&ff’ahaman kememsmgn in

: anian telah memngﬁ:m dan industrl kecil serta rumah tangg » miulai
erf mbuh. S‘trukmf mm@mmah&n desa. mzauf mamab walaupun apar

ﬁ@sa di hma‘ 3%@, é&n Eah paﬁa umumnya herpenduduk jars
muknmm gmméudmrnya terpmsat-p@maf. IMasih terdapat.

- Drasarana ‘%ﬁ@ium memadm Strukinr p&mermtahaﬂ desa dan apar;
p&d 1 wnumnya belum ber%:emﬁmg

S@I&m itu secara gmgmﬁs ﬁ@s&desa di End@nema bisa dzgei@ngkan se
desa dalam orbitasi kota, desa dataran rendaeh, desa pantai dan desa pegu-
nungen/dataran tinggil, Dalam hal ini dua macam desa yang terdahulu pada
UmMUmnys lebih maju dibandingkan dengan dua macam desa yang t@rakhz_ :
karena memﬂniﬂ keondisi dan fasilitas yang Eeﬁxh baik.

TIP_GLOGE PEBESAAN IMNDOMESIA

Daﬁ&.m r&ngka pembangunan pedesaan semus desa di Indenesia ind d;beda. -
kan dalam tiga tipe oleh Departemen Dalam Megeri, vaitu desa swadaya, desa
swakarya dan desa swasembada. Desa swadzya adalah dess vang masih: tradi=:
sional; ‘desa .swakaerya adalah desa yang dalam keadaa-a transisi, dan desg
swasembada edalah desa yang dalam keadaan majn.! Adapun vang dipakai:
sebagai kriteria dalam menyusun tipologi desa ialah faktor adat istiadat, ting-:
kat pendidikan dan ekonomi penduduk, keadaan prasarana dan pemerintahan
desa

@esa Swadayw ialah desa yang masih mdzszonal dengan adat mtsadat vang’
masih mengikat secara turun-temurun, Penduduk vang tamat Sekolsh Dasar-
{SD) kurang dari 30%. Keadaan ekonominya hanya cukup uniuk memenuhi:
kebutihan primer saja dan tingkat teknologi masih rendah, sehingga produk
tivitas rendah dan keadaan ekonominya lemsah. Pendapatan per kapita pen-
duduk setiap tahun berads di bawah Bp. 12.000,00 untuk harga tahun

i Direlorat Jenderal PMD Departemen Daiam Megeri, Peranan Pembangunan Masyarakat
Desa Dglem. Pelfta 1§, diterbitkan oleh Panitia Wisuds IV Instiut Hmu Pems:nmahan,
Jakartn 1975, hal, 6-9




1969/1970 (Bp. 12.000,00 harga 240 kg berss).’ Keadean prasarana desa masih
sangat--buruk, sehingge komunikas! dengan luar terbatas. Administrasi
mmenm&haﬁ seria lembaga-lembaga desa lainnya sudah ada tetapi belum %}er-
&embmg

adl_ desa swadaya ialah desa yang memiliki potensi atan daya ter&emu,
n&mun belum mendapat pengolahan dan pengelolaan sebagaimana mestinya.
B&lam penghidupanaya desa swedaya masih tergantung pada daya atau
g ..Z'kemam;;su&n asimya seﬂém (swa d&ya kemampuan sendiri),

" Desa Swakwya (d@sa tranzisi) ialah desa di mana pengarub lvar mulei ma-
. suk, sehingga adet istiadat mulsi longgar. Tingkst pendidikan pemiudulmya
Iebih tinggi, yaitu yang tamat SD antars 30% sampai 60% ., Teknologl baru i~
dah'muled dikenal dan oleh sebab itu produktivitasnys lebih tinggl. Pendapat-
an per kapite penduduk setahunnys Ep. 12.000,00 menurut harga periods
Susenas IV 1969/1970. Keadaan prasarana lebih baik. Administrasi pemerin-
tal'haf.n dan lembaga-lembaga desa lain berkembang,

Jadi desa swakarya adslah desa yang potensinya berkembang karena
diolah dan dikelola oleh karya masyarakatnyza. Dalam penghidupannya desa
swakarya sedang mengalami kemajuan {swa-karya = bisa bekerja sendiri up-
tuk maju).

Desa Swasembada (desa meju) islah desa di mana pengarub pembaharuan
sudah berhasil, sehingge adat istiadat tidak begitu mengikat. Tingkat pen-
didikan penduduknya cukup tinggi, yaitu lebih dari 60% telah tamat SD. Tek-
nologi baru sudah dimanfaatkan dan karenanys produktivitasnya sudah ting-
gi. Pendapatan per kapita penduduknya setahun Rp. 17.500,0c0 ke atas
menurut harga periode Susenas IV 1969/1970 (Ro. 18.000,00 harga 360 kg
beras). Keadaan prasarana desa baik, sehingga hubungan dengan luar berjalan
lancar. Administrasi pemerintehan dan lembaga-lembaga desa E&m pada
umumnya sudsah berfungsi baik.

Maka desa swasembada ialah desa di mane karya masvarakatnya telah
mempu  memproses pembangunan, sehingga potensi desa memberi
kemakmuran kepada penduduknya. Desa swasembada ini sudah berkembang
maju, sehingga mampu memenuhi tuntutannya sebagai desa (swa-sembads =
sendiri bisa diandaikan).

Dalam rangka pembangunan wilayah pedesasn kini desa vang masih

1 Patokan pendapatan berdasar harga periode Susenas IV 1969/1970, Biro Pusat Statistil,
Mesalah Pembugian Pendapatan Penduduk Menurut Sosic Profesional df Indonesia 1969/
1970 - 1976, Jakaria, September 1978, hal. 3




BLAEDESAADINDOMESLA

dalam keadaan tradisional (swadaya) dikembangkan melalui tahap trangisi.
(desa swakarya) menjadi desa yang majun {desa swasembada} untuk akhirnya :
mamada. desa Pancasite, Untuk saat sekarang, desa-desa di Jawa dan Balipada |
umumnya: tergolong desa swakaryva, sedangkan desa-deza ¢i luar }*awa, an
Bali-sebagian besar masih dalam taraf desa swadaya, Bahkan di heberapa..
daera 3{:§uar .‘%’awa———Eah ini masih terdapat kelompok- kelompok pemu '

’i‘abei 2 Balam tabel tercatat pertambahan jumliah desa selama perkemb ng n‘
6 tai'mn dari 58.164 desa menjadi 60.645 desa. Ini adalah hasil pemb 1
desz~desa bar: oleh transmigrasi, pemukiman suku-sukn terasing dan masukj__'
nya dacrah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia pada'ta un
39’?6 K

Tabel2 - 1

PERKEMBANGAN DESA MENJADI DESA SWASEMBADA,

Pertargpan Desa -~ Fahun- 1973/74!  Tahen 1975/76%  Tahun 1973/793
LB e - Jumlah Desz . %% Jumlsh Desa -~ %% Jumlah I}esa i

Desa Swadays 25.541 44 - - 24,197

Desa Swakarya o 30.878 53 - - 30.868 v
Desza Swasembadea 1.745 3 - G4 5.580

Toial ossaet 100 ) 3 c0.645  100,0

Sumber: - Departemen Dalam Negeri: 1) Peranan Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Pelita
ool LfE-Ditjen PMD, Jakarta 1975, hal. §; 2) Petunjuk Pelaksana Unit Daerah Kerja Per-

. Bangunan (UDKP), Ditjen Pembangunan Desa, Jakarta 1977, hal. 2; 3) Buku Petun-

. juk Lokakarya Pola Tata Desa, Puslitbang Pemerintahan Daerah, Jakarta 1979, hal.’4

UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN (UDKP)

Departemen Dalam Megeri seiak tahun 1974 melaksanakan pembangunan
desa dengan sistem UDKP (Unit Daerah Keria Pembangunan), Dalam rangks
mempercepat dan memantaphkan hasil pembangunan desa menjadi desa swa-
sembada, maka wilayah kecamatan ditentuken sebagai wilaysh UDEP.




i B0 PELIRA TRy

Diéengan sistem UDKP ini setiap kelurahan di selwruh kecamatan UDEP
diorganisasikan ke dalam kesatuan wilayah pembangunan, Maksudnva jalak
sipaya dzngan demikian selurph pameng dess datam seta kecamatan menjadi
satha i kerja vang terpade. Hal ini dilakukan sebab desa-desa dalam lingkup
kecamatan ini pada wnumnys mempunyal kesatuan tradisi, kesatuen pasar
akumulatif, dan di tingkat kecamatan dimungkinken adanya tensgs ade
minisiratif dan skill yang lebih memadai untuk pembinaan masyaraka: desa,

' Dengan demikian di dalam kecamatan UDKP bisa direncanakan pem-
bengunen desa dalam susunan koordipasf dan kesstuan efisiensi, Dalam
keterpaduan UDEP desa-desa dapet seling melengkeapi dan memparkaat
- secara terersh dan terkoordinasi balk dalam Hogkup kecamatea maupun
dalam Hngkup regional di atasnys. Secars wilayah pembangunan UDEKP ini,
pembaengunan mudah dilakeanskan menuru: sistem Bappenas dalam tingkat
terbawah, Dalam hal ini kepeda camat dipescayakan tanggung jawab unink
memberikan pengarahan dan pengawssan langsung terhadap pembansunen
desa vang dikcordinasinya,

Sistemn UDEP ini diinstruksiken oleh Menteri Dalam Negeri pada 20
. Nopember 1974 dan pelaksanannnys diperbincangkan dalam tokakasya/dis-
kusi pads tingkat kabupaten/kotamadya dan tingkat kecamaten. Lokakerva
tingkat Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh Bupatl/Wslikota dan dijkugi
oleh DPRD, para camat seria instansi tingkat Xabupsaten. Dalam lokakarya
ini disoroti potensi dap tipologi wilavah ksbupaten untuk ditentukan suata
kecamatan yang menonjol guna diprioriteskan menjadi wilayah UDKP. Loka-
karya tingke: Kecamatan UDKP dipimpin oleh camat, diikuii oleh para lurah
sekecamaten dan instansi ¢ngket kecamatan, Dalam lokakarye ini disorot
potensi desa-desa dan pelaksanaan pembangunan dimaniapkan berdaserkan
program/rencang.’

Mengingat terbatasnya kemampuan uniuk menyiepken prasarana dan
sarana yang menunjang pelaksanasanya, make dipilih kecamatan tertenty un-
tuk diprioritaskan meniadi Unit Daerah Kerja Pembangunan. Dalam tshun
pertama Pelita 11 bary dibentuk 133 kecamaran UDXP dan ind berarti behwa
di setiap proving rata-rata diprioritaskan 5 kecamatan {lihat Tabel 3). Kemu-
dian dalam tahun 1975/1976 bertambah lagl 196 kecamatan UDKP, dan sam
pai taiun 1977/1978 tercatat sudah dibentuk 769 kecamaten UDEP dari 3.323
kecamatan di seluruh Indonesia.? Targzinya islal pads akhir tahun Pelita 51
bisa digiatkan 1.000 UDKP di ssluruh Indonesia.’

1 Direktorat Jenderal PMD Departmnen Dalam Megerd, op. ¢t hal, 23.24

Z Lihm Ditjen Pembangunen Deen, Petunjuk Pelaksansen Unit Daoerah Eerin Pembongunan
(UDES). Jakaste 1977, hel, 83

3 Wartn Berita Andgrg, 16 Mel 1978
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- PEMBANGUMAN PEDESAAN INDONESL

EUMLM{ PELAKSAMAAN ERCAMATAN UDKP DI FRGVERS;—?EGVKNS; PA.I}A

TAﬂUN 1976
L Kecamaton UDEKP
Provingi®, . Jumlah Eecamatan . _ -
A " Persiapan Pelaksanaan Pemb
: & 129 3 3
Sumptera Utara ™ 179 K it
Bumatera Barat: B8 3 3
Bian &7 5 3
Jambi 37 5 3
Sumatera Slaten 83 3 3
Eeng}:um 23 3 2
Lm_;pung 7i 5 4
DKE Jakarta® 30 3 2
Jewa Barar 390 & 25
Jawa Tengah - 452 & 2%
21 Fogvakana 73 3 4
Jawn Tisauc 548 5 52 21
Bafi oo o L 5 5
Misa Tenggara Barat ] 5 3 -3
Nu% "I‘mggﬁm 'i‘imur 108 3 7 4

arat . 186 3 5 -6
Kahmmma ”I‘mgah 82 3 4 e OF
K&zm&m&a@ Salztan i 5 & B
Enlimanian Timue 70 3 3 1
Sulnwes] Utara 83 3 5 6
Sulawes] Tengah a1 5 p .
Sulnwesi Sslatan igs 3 15 -
Suiawesi Tenggare 43 5 2 3 .
Mehku 52 5 4 L3
Irian Jaya 38 3 8 N
INDONESIA, . . 3209 126 195 135

B E}@!um tesmasnk Timer Timur
Sumbers - Biro Pusat Statistk, Frofil Btatistik Anak dan Ibu di Indonesia 1977, Jakama. ka&:@r

197&3, had. 47

Pemerintah mengakul bahwa sistem UDKP memang dapgat memperc@pm
den mementapkan hasil pembangunan desa menuin tercapainya dess swasem-
bada, Sebab ternyain sslama Pelita 71 hwmlah desa swasembads yang dicapai
melsind sistem UDKP setiap tehunnva rass-raiz meningkst lebih dari 59, s8-
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dangkan hasil vang dicapal di luar sistem UDKP rata-rats hanys m&mng}cag
2%/2 % sgtahun k

PARTES;PASﬁ MASYARAKAT DESA/LSD

GBHN sudah menggariskan bahwa: "Perhatian sebesar-besarnya periu
diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui pe-
ningkatan prakarsa dan swadaya masyarekat desa serta memanfaatkan SEcars
maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan
bagl pembangunan pedesaan seperti Inpres bantuan desa dan lain-lain.””

. (GBHN hal Pembangunan Daerah),

Apa yang dinyatskan GBHN perlu ditegaskan, bahwa supaya p@m—
bangunan desa dapat berhasil tidak cukwp mengandalkan upaya pem-
bangunan dasi pemerintah atau pihak-pihek luar desa, tetapi warga desa ini
sendiri harus giat membangun desanya. Masyarakat desa ini akan ikut serta
(herparﬂs;pass} membangun desanva, kalau bisa terbangkit rass kesadaran
dan tanggung jawabnya. Hal ini biesenya tidek timbul dengan sendirinya,
oleh sebab itu perin didorong dan dikembangkan. Secara kbusuz dibutuhkan
suaiu lembaga yang bersifat lokal untuk mengorganisasi dan membing
kegiatan pembangunan di dess, terutama partisipasi dan keria sama yang
semakin tumbuh dari warganya. Sebsb pembangunan masyarakat sulit
berlangsung tanpa organisasi/mekanisme pembinaan. Lembaga yang terbukti
bisa berhasil melaksanakan tugas ini ialah Lembaga Sosial Desa (LSD), YEng
sekarang diberi nama baru Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LEMD),

L8D untuk Pembengunan Desa

Semula LED berkembang dari usaha sogial untuk memperbaiki kehidupan
sosial dalam masyarakat pada mass sesudah revolusi kemerdekaan, misainya
mengatasi kenakalan remaja. Programnyz ditangani oleh pemerintah {(Depar-
temen Sosial), sedengkan pelaksanaannys menjadi kegiatan masyarakat, Un-
tuk menyelurkan hegiatan masyarakat agar tidak bertindak sendiri-sendiri
tanpa pengarahan, make diperlukan wadah yaitu sustu badan atau lembaga.,
Tembeaga semacam in! periama kalinya dibentuk 4i Pemalang, Jawa Tengah 5
Mei 1952 yang diberi nama Lembaga Sosial Desa (1.8SD). Keberhasilan LSD
Pemalang ini meyakinkan pemerintah untuk mengembengkannya ke dsersh-
daerah lain. Dan makin lama kegiatannyvapun menjadi makin berkembang,
vaitu tidak lmgi hanys mencakup bidang sosial tetapi juga bidang pem-
bangunan vang lain,

1 Puslitbang Pemerintehan Daeran Departemen Dalam Neger, Buky Petunjulk Lokakarya Pola
Turg Desg, lakarts 1579, hal, 6




PEVEANGUNAN-PEDESAAN INDONETIA-

E{m’em gem%magnman ¢leag mmmk membutuhkan partigipasi o masya&:a?&;m '

- Fe P

_ dnkembangkan untuk pembangunan desa dan secara fungsionsl p@mbmmﬂ;. .

nya dialihkan dari Depariemen Sosial ke Departemen Dalam Negeri yang
ana&mwa c%amgaskaﬁ Tlmpada Bﬁ'enkmmt jemiemi P@méﬂ@ﬁgunaﬁ -
Keputusan Pm@ad@n 1. @i taham .‘1973,) i '

untuk E}&ymusyﬁﬁwmah dma menampung aspirasi ‘atau masxaiaf ﬁmﬂy&f ot
desa, Terutama LSD dapat merupakan forum diskusi untuk menambah
pengeiahuan dan kegaizahan membangun, uniuk tukar-menukar miﬂnmn dan
pengalaman, untuk mencapel kesatuan pendangan/bahaga dan tindakan seria
menggalang Keria 3ama,. sehinggs menmgkmkm dan memantapkan g}@laksa»
nasn p@mi}angunan Gesa. ! J

Aéapun mdamg tugas LSD m@hpml mp&k-&&@ek mmi ekonomi
‘budaya dengan prioritas utamanya sesual dengan kondisi dan kebuwhan
masyarakat: geterpat, Sekior sosial melipuii usaha-nsaha mnmmaﬁus
pentdidiken, kesehatan, keluarga bersncana dan sebagainya. Sektor @komm&'
meliputi prasarang, sarana produksi, konsumsi dan usaha ekonomi imxmya.
Ssktor budaya meliputi pembangunan mental dan tingkah laku masyarakat,
adei istiadat, keagamuan dan sebagainya. 2 Dengan demikian, 13D dapat
memegang peranan penting sebagsl sarana menggelang warga dess yang ber-
potensi dan berorientnsi pembengunan untuk berdedikasi dan herprestasi,
yaitu memobiiisasl potensi alam, potensi menusia, sosial budays dan men-
dinamisasi mental spmmai masyaxakm d@m. : : o e

l@ﬂ ﬁ&n Lem@aga P@mﬁaamgmm E&ﬁiﬁ

S«@Sam L8D di desa masih Lamapaa banyak lembsga ateu organisssi
kemssyaraksten lain vang bergersk untuk pembangunsn desa, se@em
BULD/EUD, Bimes/Inmas, KB, PKE, ENPI dan lain-lain, Berbagal mrgam»w

1 Ditjen Pembangunan Dess, Pokok-pokol Pengertion tentang Lembaga Bosial Deza, Deparie-
men Dalem Negerl, Jakarta 1977, hal, 8-10 :

2 Ibid., hal. i3




. .sa.img melengkapi yaitu koordinatif, informatif dan konsultatif, agar g%_
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s&ss maﬂ lembaga ini mempunyai latar belakang dan tujusn yang berlginan
sam sama lain. Maka LSD diharepkan berfungsi sebagal koordinator’ dalam
perencanaan dan kegiatan® p@mb&ﬁgm&n vang berasal dari mesvarakat dan
menjadi media kamumkasn amam kemgman masyarakst dan z}@memsah
(hhat Bmgmm}

ﬁubungm }LSE dcngaﬂ Eembaga~2em%aaga kemasyarakaten lain ind beq- "fag

pembangunan dess terwujud adanye satu program bersama schingge segala
usgha bisa disinkronkan dan bekerja sama teaps mengurang fungs; dan
-.mgasnya masmg-masmg Hal ini dimungkinksn kerens getiep pxmpman
orgenisasi yang ada di desa menjadi anggoia pengurus LSD.! Dengan
demikian, 15D meniadi tempat pengendaii bagi semua usaha dan kegiatan
masyamkm desa dan sebagai wadah dinamika untuk pembangunan segala
b;dang di desn, searah dengan useha-usaha pemerintah mengsmbangkan dem
da;; desa swadaya meniadi d@a@, swakarya menuiu desa swasembada, '

- E{.‘nususﬂya kegiatan PEK {Pembinaan Kesejahieraan Keluarga) merupa.
kan ‘satu program utama LSD, Adapun pokok pemikirannya begini. Tujuan
pembangunan adalah’ meningkatkan kesejehteraan mesyarakat. Supaya
masyarakat ini sejahiera, harusleh dimulal dari unit-unit masyarakat yang
terkecil yaitu keluarga-keluarga, Sebab kelvarga merupakan sendi dasar
masyarakat dan pengaruhnya sangat besar pada perkembangen pribadi atay
kehidupan orang seorang dan masyarakat keseluruhannya. Karena sangat
pentingnya arti kesejahteraan keluarga ini, maka pembinsan kesejahteraan
keluarga menjadi perhatian dan program utama LSD, Gerakan PX¥ dilaksa-
nakan dalam’ 10 pokok kegiatan vang meliputi: (1) segl hubungan intra dan
antar keluarga; (2) segi bimbingan anak; (3) segi makanan; (4) segi pakaian;
{5) segl perumahan; (6) segi kesehatan; (7) segi kevangan; (8) segi tata laksang
rumah tangga; (5) segi keamanan lahir batin; (10) seg! perencanaan sehat.?

Selain itu inti kehidupan susiu organieasi, begiiu juge halnya dengan desa
sebegai masyarakat, terleink pada sumber daye manusie vang ade di dalaen.
nya dan kerje sama i antara mereka. Maka tepatlah bahwa pal@. dan tang-
gung jawab kerja LSD dipusatkan pada pengembangan manusiawi masyara.

“kat dese, Unsur pokok daripadanya ialah latihan, pendidikan baik formal
maupun informal serta investasi manusis dalem pembangunan. Usaha LSD
ini terutama perlu disrabkan untuk bimbingan perubshan sikap, pola berpikic
dan cara kerja demi terwujudnys kesejahteraan masyarakat secarn keselu-
rihan,

1 ibid., hal 34
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Perkembangen LED

Kalau pada tahun 1952 baru dibentuk 213 LSD di seluruh Indonesia, make
tiga tahun kemudian yaitu tcpataya tehun 1938 sudah dibentuk 6,443 18D,
Sepuluh tahun kemudian, tahun 1962, sudah terdapat 23,398 LSD dan gkhir-
nya pada tahun 1976 tereatat dibentuk 52.988 LED.! Namun yang lebih pen-
ting tentu bukan kuantiias melainken kuslitas LSD ftu. Maka perlu diketshui
kualifikasi LD yang ada. Di antara LD ini sebagian dikualifikasikan gebagal
£.5D gkiif, sebagian sebagal LD berksmbang dan lainnya sebagai L8D pasif.
Menvrut data tahun 1975, darl 51.042 L85 di Indonesia yang termasnk LSD
aktif ialah 9.049 (19,4%), LSD berkembang 19.272 (37,7%) dan LSD pasif
21.921 {42,9%%).°

Menurut Ditjen Pembangunan Dess? yang digunakan sebageil keiteria un-
tuk kuaiifikesi tingkat LSD pasif ialah;

1. Pengurusnya lengkap, sebagai hasil musyawarah vang disetuiul oleh Kepa-
la Desa, diketahui oleh Camat, disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala
Diaerah dan terdafiar di Kantor PMD kabupaten/kotamadya setempat,

2. Dana belum ada, sehingga perlu bantuvan sepsnubnya dari pemerintah,

3. Pembagian tugas/pekerjaan belum tegas.

Sedangkan kriteria untuk kualifikasi tingkat 1LSD berkembang ialah;

i. Terpenuhinye persyaratan LD tingkat pesif,

2. Dana telah mulai dihimpun meskipun terbatas, zehingga perlu bantuan
s2bagian dari pemerintsh.

3. Pembaglan tuged/pekeriaan dalam beberapa bidang sudah tegas,

4. Organisasi dan adiinistrasi cukup baik.

3. Ada kemampuan untuk menyusun rencana pembangunsn desa dan mem-
punyeal kegiatan program keris.

6. Mempunyai kegiatan rutin dalam penyuluhen dan bimbingan masyarakat,

Dan kriteria untuk kualifikasi tingkat LSD akeif ialah:

i. Terpenuhinya persyaratan LSD tingkat berkembang,

2. Ada kemampuan untuk memanfaatkan kondisi-kondisi vang ada di desa.

3. Mempunyai sumber dana yang tetap,

4. Mempunyai ide perencansan berdssarkan penggalian dan kemampuan
vang ada,

5. Mempunyai inventarieasi dan sistem laporan yang baik,

I Ditjen Pembangunan Dess, Pokol-pokok Kebliaksanaan Pembinasn Lembaga Sosial Desa,
Departemen Dalam Negeri 1977, Lamplran TV

2 Beliretariat Pembinaen Sumber Daya Menusiawi Pedecasn, Fatelog Bing Derg, wd. periama,
Jakaria 1976, hal, 6

3 Ditjen Pembangunan Dews, op. off., Lamsiren V




A PEDEEAAN, INDONESL crrcsscrisrns s

@ S&ﬁgh m&myu ‘secara aktif membantu f}am@mmah deag d&zam uw&z&-maﬁa
“dan. ke@azan @embangnmn i : SR .

?ERAN&N ?EW@EW&H DAN PAQ’E‘ESWASE WAR@& DESA

B ima%i a@i&h hgﬂ@ka@l mamp agmmkan @emb&ng&mm} d@ﬁ&
_ hgrhggﬂmya m&t mfg&ﬁmng paéa a&mﬁu@aﬁ ma

mandofaﬂg swadaya mawamkm d@m, sep@m daﬂam program Inpres bmtua&
desa yang. dasi tahun ke tahun semakin besar jumiahnyag begitu pula . dalm

program. degaﬁemen-depammen geperti KB, Enm@s, EUD den lain-lain;
khususnya pembmam 18D, Berbagai macam upaya ini baru akan hsrhasxl :
kalau sungguhwsungguh dapat menyadarkan warga desa, paling tidak sebagaanﬁ
'msm‘ warganya, skan makna dan tujuan semua pelembagaan tersebut ﬁm'
secars demikian ‘menggiatken kerja sama mereka uniuk pembangunan, Semh
se!ama masyamkat desa masih memadz sasaran kebijaksanzan pembangzmm
dari luar desa dan belum menyaderi sampai merasa teriibat untuk membangun
deﬁany@ sendm, meka semua usaha dan dana vang dikershkan dard luar ¢ gl
E::myak berarti bagi ﬁem‘bangunan dlesa. Paling-peling hanya skan menamé_
pakkan hasil dalam wujud bangunan-bangunan fisik ateu bentuk-bentuk ad-
ministrasi vang untuk selznjuinya terbengkalai malzhan rapuh dan menambah
ruwetnya kehadumn crang desa. . :

Bisa dipertanyakan apakeh masing-masing ovang dess mengatahui makog
dan-tujuan lembage-lembaga pembangunan yang dimasukkan ke desanya.
Mungkin' saja’ barbagai pelembagaan ini malahan diperalat oleh okmum-
cknum' pimpinannya untuk rebutan rejeki dan kussa, sepertl seringkali
diberitakan, karenn  ketidakiahuan warga desz apalagi karena tiadanva
kemampuan ‘mereka untuk mengontrol. Make terasa perlunya wargs dess
diberikan: penyulnhan dan dihidupkan kemampusanys mengawasi, bila-di
desanye digiatkan lembaga-lembega beru untnk pembangunan. Sebab lebih
baik tidak vsah eda lembega entah Blmeas, KUD atau Kepala Dess daripads
disghken adanva lembega ini tetapl menyalzhgunekan kelkuazasn, schinggs
me¢mecah persatuan atau gotong royong di desa dan membust warga des&
menjadi apatis karena tertipu dan hidupnya lebih ruwet.

. Betiap lembaga vang didirikan 4 deas batk yeng davi pemerinich atrupun
swasta tentunvye mempunvyal mission {smanst) dhuwsus untuk membangun
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i dan mngawmanny&, agar tercapai apa vang dimakeudkan adanya pe

deza. Terutama menjadi tugas pimpinan-pimpinan lembage ftulah untuk mea:
jelaskan den membangkitkan semangat pembangunan vang diamanstkan lem.
baganya kepada masyarakat desa. Bila semangat pembangunan ini tak gampal
berhasil tertanam dan berkembeng pada masysrakat dess, maks Eemﬁ&ga
“pembangunan tersebut telsh gagal kehadirannye df desa bahken munskin
lebih membebani kehidupen dess. Blsa dikatakan lembegs semacam ing lwih
hmk tak usah diedakan di desa. Maka dirssakan pentingnya pemilihan, yang
_ ie muk pxmpmm iembaga—!em‘baga pembangunan . di dess, ﬁm%inm_

B 'm@nggah dan mmgem?aangkan swadaya p@mﬁﬁaﬁgﬁnw
: Dialam h&_ m. LSO memyaksm snrans siame untuk gmmiﬁ@sn mas*'

d____ 2 dalam g}@m%&mgunaza desanya., Di dalemnys berhimpun pemimpin.
pemimpin formal maupun informal dari masyarakat desa, Separt] dmzapkan
pemenntah Kepala Desn sekaligus menjadi Ketua Unum LSD. Jabatan ketua
umum LSD dirangkap dengan jabatan kepala desa maksudnya agar terjamin
adanya keserasian kebijaksanasn pembangunan dan tercipta stabilitas politik,
ekonomx, sosial dan budaya di desa.! Memang hal demikian ini aken terlaksa-
na, bile kepala desa bisa diterima dan blsa bekeria sama secara ésmakratzs
dengan warga desanya. Sebaliknya, dapat terjadi pula penumpuken kekigsa-
an dalam kepala desa, sehingga terbuka kemungkinan untulk sistem pemerin-
tahan desa yang totaliter dan hanya menguntungkan pimpinan desa. Mudah
sgja kcpala desa mengangkat crang-orangays atau familinya (vang bisa dlkua-
sainye) untuk duduk dalam pimpinan 18D atau lembags vang lain dan me-
nyangkn‘kan pimpinan yang tidak ssjalan dengan kebijaksanasn atau kepen-
ungagnya serta menteror warga desa yang menentang kehendak pimpmm
desa '

R

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan lembaga-lembaga dess bimsa-
nya mematiken partisipasi rakyat desa. LSD yang seharusaya berfungsi men-
jadi partner pemerintah delam pembangunan desa, berubah fungsinya men.
jadi sekedar pembanin pemerintah desa, bahkan menjadi zlat untuk melin-
dungi penyelewengan penguasa desa. Karena konirol dari bawsh (rakyat desa)
terhadap pimpinan desa seringkali tidak memadsi, maks diharapkan agar
kontrol dari atas yaitu dari camat, bupati, bahkan deri gubernur bisz kontinyu
demi kelancaran dan kemantapan pembsngunan desa. Untuk mengetahui
perkembangan pembangunan desa di daerahnys sebagaimana adanya dan
bukan hanya sekedar mengetahui dari Iaporan belaks, camat, bupati atan

1 Ditjen Pembangunan Desa, Pokok-pokok Pengerilan tentang Lembags Soslal Desa, D@p&z‘te—
men Dalam Megerd, Jakaria 1977, hal, 17

2 Lihat Rukmadi Warsito, ""Lureh dan LED dengan Kasus Tige Deza di Jawa Tengah'’ dalam
bajelah Cabrawals, Triwalan i1 1979, hal, 31-42
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8!
bﬁa p«sﬂu p&j&haﬁ-p@;aﬁm ind bisa m@iakm{m amervensz untuk mgm»{i

nygieweng&n atzy hagbatan pembangunan desa, yang sud&h mi
%Jma ﬁmt&sa E&gl oleh wargs desa sendir.

Sc%ﬁanmny& di lzmbage-lembaga mmhangun&n des& mzlah tergamhar dan
terbentuk citra pemerintahen nasional dan pembangunannya, sebab di p@d@-
saaniah hadugs sebagian terbesar bangss Indonesia. Oleh karepa itu, pembi-

. ngan dedikasi dan prestasi orang-orsng yang duduk dalam lembaga-lembaga.

i ﬁc&zmumyaﬁ, menjadi spsaran pembangunan desa yang uiama. Sebab
hag&mwapun bagusnya ide-ide pembengunsn dan betzpapun besaraye
--upaya yang dikerahkan untuk pembangunan pedesaan, akhirnya keberhasil-
annva bergantung pads kemampuan plinpinan lembaga pembangunan di desa
uniuk menggerakkan swadaya weargs desa sendinl membangun desanya, - by






